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PUBLIKASI KARYA ILMIAH 
 
Bismillahirrahmanirrohim 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 
Nama :  ISMI KURNIAWATI 
NIM :  C 100120108 
Fakultas/ Prodi :  Fakultas Hukum 
Jenis :  SKRIPSI 
Judul :TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG- 
UNDANG PERLINDUNGAN SATWA DI KOTA 
SURAKARTA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri  
Surakarta) 
Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk : 
1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan 
karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan. 
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, 
mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan serta 
menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada 
Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap 
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta. 
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan 
pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas 
pelanggaran hak cipta dalam karyai ilmiah ini. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat 
digunakan sebagaimana mestinya. 
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Untuk melindungi satwa liar dari kepunahan telah diatur dalam Undang-Undang 
No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya, khususnya pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3), 
yang diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 
juta rupiah (pasal 40 ayat (2)). Penegakan hukum terhadap aturan diatas ada 
berbagai hambatan dikarenakan para pelakunya pejabat dan orang-orang kaya, 
kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki aparat kepolisisan, dan 
rendahnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran kejahatan 
tersebut. Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa tersebut selama ini banyak 
yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok 
manusia yang tidak bertanggung jawab. Ancaman terbesar terhadap kelestarian 
satwa-satwa tersebut adalah aktivitas manusia, terutama konversi kawasan hutan 
untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan 
pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya.  
Kata Kunci: Satwa Liar, Perlindungan, Penegakan Hukum 
 
ABSTRACT 
To protect wildlife from extinction has been regulated in Law No. 5 of 1990 on 
Conservation of Natural Resources and Ecosystem, particularly clause 21 verse 
(1) and verse (2) as well as clause 33 verse (3), which carries a maximum 
imprisonment of 5 years and a fine of 100 million rupiah (clause 40 verse (2)). 
Law enforcement against the rules above there are various obstacles because the 
perpetrators officials and rich people, the lack of facilities and infrastructure 
owned by officers police forces, and the low participation of the public to report 
violations of the crime. Habitats and the extinction of some species of these 
animals during the many that have been damaged or accidentally damaged by 
various act of a group of people who are not responsible. The biggest threat to the 
preservation of these animals is the human activity, mainly the conversion of 
forest land for construction purposes such as agriculture, mining, settlement 
expansion, transmigration and other infrastructure development. 






Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam 
satwa, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 
10 persen makhluk hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia, Centre on 
Biological Biodiversity (CBD) mencatat bahwa 12% mamalia, dan 16% reptil di 
dunia berada di indonesia. Kemudian terdapat 1.592 spesies burung dan 
setidaknya 270 spesies ampibhi hidup di Indonesia.
1
 Satwa yang ada di habitat 
wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena 
ekosistem di dalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut di 
Indonesia sendiri.  
Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya disebutkan:  
“Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari 
sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa 
feNomormena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama 
mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang 
kehadirannya tidak dapat diganti.”2 
 
Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan bersifat 
mutlak serta tak tergantikan. Jadi dapat dipahami jika satwa juga merupakan unsur 
yang bersifat mutlak serta tidak dapat digantikan dalam pembentukan lingkungan 
hidup. Adanya gangguan yang dialami salah satu unsur berarti terganggu seluruh 
ekosistem sehingga kelestarian pemanfaatan dikhawatirkan terganggu 
pula.Sehingga pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan 
tanggung jawab bersama masyarakat serta pemerintah. 
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Kenyataannya satwa-satwa tersebut sudah sangat sulit dijumpai di habitat 
aslinya karena telah terancam punah oleh manusia itu sendirisatwa-satwa yang 
dilindungi tersebut diantaranya yang sudah jarang ditemui di tempat aslinya, 
seperti harimau Sumatera, badak bercula satu, Nomora, burung cendrawasih, 
gajah Sumatera, harimau Jawa, dan masih banyak lagi satwa-satwa yang hidup di 
daratan, perairan, dan di udara yang terancam punah.  
Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa tersebut selama ini banyak 
yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagi ulah sekelompok manusia 
yang tidak bertanggung jawab.
3
Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-
satwa tersebut adalah aktivitas manusia, terutama konversi kawasan hutan untuk 
tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, 
transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya.
4
 
Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga 
sering memicu konflik antara manusia dan satwa, sehingga menyebabkan korban 
di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut 
dari habitatny.
5
Bentuk lain aktivitas manusia yang secara langsung 
mengakibatkan tersingkirnya satwa tersebut dari habitat alaminya adalah 
perburuan serta perdagangan ilegal satwa dan produk turunannya. 
Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka 
yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan 
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populasinya di habitat asalnya.
6
 Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan 
kegiatan penangkapan, perdagangan sampai pembunuhan terhadap satwa yang 
dilindungi. Menurut hasil kajian ini, sekitar 5.370 individu dari 52 spesies berhasil 
ditemukan untuk diperdagangkan.Setidaknya sekitar 44% adalah dilindungi atau 
tidak untuk ditangkarkan, hal ini menjadikan perdagangan jenis-jenis spesies ini 
ilegal. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran 
penting peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan terhadap 
satwa liar yang dilindungi, (2) Apa saja hambatan yang dialami oleh aparat 
penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap satwa liar yang di 
lindungi, (3) Langkah –langkah apa saja yang harus dilakukan oleh aparat negara 
selanjutnya dalam memberikan perlindungan terhadap satwa liar. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Tujuan objektif mendeskripsikanperan 
penting peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan terhadap 
satwa liar yang dilindungi serta hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam 
memberikan perlindungan terhadap satwa liar yang di lindungi serta langkah –
langkah apa saja yang harus dilakukan oleh aparat negara selanjutnya dalam 
memberikan perlindungan terhadap satwa liar. (2) Tujuan subjektif, menambah 
wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori 
yang penulis peroleh selama menempuh kuliah dalam mengatasi masalah hukum 
yang terjadi dalam masyarakat.  Selain itu, untuk mengembangkan daya penalaran 
dan daya pikir penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis. 
Selain itu juga untuk  memperoleh data  yang penulis pergunakan dalam 
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penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan 
dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Manfaat teoritis, 
Mengembangkan pengetahuan dibidang hukum pidana, memberikan sumbangan 
referensi bagi pengembangan ilmu hukum yaitu hukum pidana dan hukum acara 
pidana. (2) Manfaat praktis,  mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, 
dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu 
yang diperoleh.  
Di samping itu, memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas 
bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini,untuk melatih penulis 
dalam mengungkapkan masalah tertentu secara sistematis dan berusaha 
memecahkan masalah yang ada dengan metode ilmiah yang menunjang 
pengembangan ilmu pengetahan yang penulis dapat selama perkuliahan. 
METODE PENELITIAN                                                              
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris 
dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
melalui studi kepustakaan, dokumentasi, daftar pertanyaan dan wawancara. 
Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu metode dan teknik 
pengumpulan datanya dengan cara menganalisis data sekunder dipadukan dengan 
data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Peran Penting Peraturan Perundang-undangan Dalam memberikan 





Pengaturan sanksi pidana bagi perbuatan memperjualbelikan satwa langka 
nampak jelas dan mengikat, diantaranya yang dengan sengaja memperjualbelikan 
kerang kepala kambing atau Giant Helmit Shell yang dilindungi sesuai dengan 
Pasal 21 Ayat (2) huruf d Pasal 40 ayat (2) UU Rl No.5 Tahun 1990 tentang 
konservasi tentang sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 4 Jo 
Pasal 4 (2) PP Rl No.7 Tahun 1999 tentang jenis-jenis tumbuhaan dan satwa yang 
dilindungi sesuai dengan daftar lampiran Nomor urut 224, yang diperjelas dengan 
PP Rl No.8 Tahun 1999.  




1. Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, 
memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi 
dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2)); 2. Barang Siapa Dengan Sengaja 
menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa 
yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf (b), diancam 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2)); 3. Dengan Sengaja 
memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain 
satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian 
tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di 
dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2)); 
 
 Perdagangan satwa dilindungi adalah melanggar UU Nomor 5 tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam undang-
undang tersebut disebutkan bahwa pelaku perdagangan satwa dilindungi dapat 
dijerat hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Meskipun sudah ada 
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hukum yang melindungi satwa liar dari perdagangan ilegal, namun pada 




Perdagangan satwa liar tersebut menjadi ancaman serius bagi kelestarian 
satwa karena kebanyakan mereka hasil tangkapan dari alam. Hal ini akan 
membuat satwa liar asli Indonesia menjadi semakin terancam punah, apalagi 
ditunjang dengan habitat satwa liar yang kian menyempit dan menurun 
kualitasnya. Banyak pihak memandang sudah saatnya isu perdagangan satwa liar 
menjadi isu nasional, hal ini untuk memastikan agar semua aparat penegak hukum 
di Indonesia bisa bekerja lebih efesien dan terkoordinir dalam memerangi 
perdagangan satwa liar ilegal. 
Pada  peraturan perundang-undangan yang tercantum di dalam Undang-
Undang dasar 1945 diimplementasikan dalam Pelaksanaan/Implementasi kurang 
maksimal, karena tidak memenuhi setiap unsur. Jika dilihat dari Pasal 33 ayat (3). 
Kemudian keteranganya dikarenakan Pemerintah telah berperan untuk melindungi 
kekayaan alam dari segala tindak pelanggaran. Akan tetapi, tidak memandang 
kesejahteraan sosial. 
Peraturan Permenhut No. P.02/Menhut-II/2007 diimplementasikan dalam 
Pelaksanaan/Implementasi sudah sesuai dengan yang tercantum, khususnya pada 
pasal 2 dan 3. Kemudian keteranganya dikarenakan BBKSDA menggunakan 
Permenhut No.P.02/Menhut-II/2007 sebagai acuan tupoksi. Tetapi mereka tetap 
melihat peraturan yang hierarkinya lebih tinggi. 
Sementara ini pada peraturan perundang-undangan yang tercantum 
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dalamUU No.5 Tahun 1990 diimplementasikan dalam Undang-undang ini adalah 
peraturan patokan untuk menjalankan Permenhut No. P.02/Menhut-II/2007. 
Karena tidak dipungkiri bahwa UU No.5 tahun 1990 selalu menjadi dasar dalam 
melakukan tindakan hukum apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap satwa 
langka yang dilindungi. Di dalam UU ini juga diatur tentang kegiatan pelestarian, 
salah satunyayaitu penangkaran.Akan tetapi penangkaran dalam hal ini berbeda 
kaitannya dengan pemeliharaan.Penangkaran selalu resmi sedangkan 
pemeliharaan adalah suatu tindak pelanggaran yang harus dijatuhi hukuman.Perlu 
adanya pembenahan terkait. 
Pada dasarnya Undang-undang Dasar adalah yang tertinggi daripada 
peraturan perundang-undangan yang lainnya. 
Hambatan Yang Dialami Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Memberikan 
Perlindungan Terhadap Satwa  
Adapun hambatan yang dialami Kepolisan Kota Surakarta dalam 
memberikan perlindungan terhadap satwa liar yang di lindungiSebagai faktor 
penghambat yang penulis temukan dalam implementasi tugas danwewenang 
penyidik terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi antara lain:
9
 
Faktor penegak hukum, penegak hukum erat kaitannya pegawai instansi 
pemerintahan yang secaralangsung maupun tidak langsung berkecimpung di 
dalam penegakan hukum. Di dalamtulisan ini yang dimaksud penegak hukum 
akan dibatasi pada kalangan yang secaralangsung turut serta dalam penegakan 
hukum antara lain, kehakiman, kejaksaan,kepolisian, kepengacaraan dan 
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pemasyarakatan. Sementara ini penegakan hukum sendiri merupakan upaya dari 
penegak hukum untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat 
yang sempat terganggu sehingga tercipta kepastian hukum. Keberhasilan dalam 
penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadianpenegak hukum. Hukum 
identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegakhukum. 
Faktor sarana atau fasilitas, faktor sarana atau fasilitas pendukung 
mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak adalah 
pendidikan dan perangkat keras adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor 
pendukung. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di 
dalam penegakan hukum.Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak 
mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar.
10
Sarana dan 
fasilitas tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia (penyidik) yang 
berpendidikan yang terampil, organisasi yang baik, peralatan penyidikan yang 
memadai, keuangan guna kegiatan penyidikan yang cukup. 
Faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan 
bertujuan untuk mencapaikedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, 
dipandang dari sudut tertentu, makamasyarakat dapat mempengaruhi penegakan 
hukum tersebut. Penegakan hukum dapatberjalan dengan baik apabila seorang 
penegak hukum dapat mengenal stratifikasi sosialatau pelapisan masyarakat yang 
ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang 
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Langkah-Langkah Yang Harus Dilakukan Oleh Aparat Negara Selanjutnya 
Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Satwa Liar 
Upaya penegakan hukum penanggulangan tindak pidana perdagangan 
ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia memerlukan langkah-
langkah penanganan stratejik. Langkah-langkah tersebut diharapkann dapat 
mengatasi kendala yang selama ini dihadapi oleh para penegak hukum dalam 
melaksanakan UU KSDAHE khususnya permasalahan perdagangan ilegal satwa 
liar dilindungi non-endemik di Indonesia. 
Penyempurnaan substansi aturan hukum, Undang-undang dalam arti 
materiel adalah pertaturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa 
pusat maupun daerah yang sah, maka undang-undang mencakup: peraturan pusat 
yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun 
yang berlaku umum di sebagian wilayah negara, dan peraturan setempat yang 
hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.
12
  
Sosialisasi aturan hukum, sosialisasi dan penyuluhan hukum adalah usaha 
untuk membina kesadaran hukum dan menumbuhkan partisipasi masyarakat 
dalam kegiatan penegakan hukum. Menjadi kendala tersendiri apabila suatu 
aturan hukum tidak tersosialisasikan dengan baik, seberat apapun ancaman 
hukumannya dan sebanyak apapun denda administrasinya jika suatu aturan 
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hukum tidak tersosialisasikan dengan baik maka bagaikan “anjing menggonggong 
kafilah berlalu”. 
Perubahan budaya/kultur hukum, perubahan cara pandang masyarakat 
maupun aparat penegak hukum tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup 
pada umumnya, dan satwa liar dilindungi pada khususnya, dapat mempengaruhi 
keberlangsungan lingkungan itu sendiri. Dikatakan oleh Wyndra  bahwa dalam 
perspektif yuridis, isu lingkungan khususnya konservasi satwa dilindungi 
(endangeredspecies), yang merupakan bidang keanekaragaman hayati 
(biologicaldiversity), belum mendapat perhatian besar dan prioritas dari para 
akademisi dan praktisi hukum, atau setidak-tidaknya sejajar dengan isu-isu dalam 
hukum konvensional. 
Penyuluhan hukum dalam hal ini Undang-undang KSDAHE, merupakan 
tahapan selanjutnya dari penerapan hukum.Tujuan utama dari penerangan dan 
penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum 
tertentu, sesuai masalah-masalah yang dihadapi pada suatu saat.Apabila kesadaran 
hukum masyarakat dapat terwujud dengan baik, maka secara tidak langsung 
terjadi perubahan sosial yang mengarah kepada menurunnya tingkat tindak pidana 
terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi. 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Pertama, Peran penting peraturan perundang-undangan dalam 
memberikan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi belum secara jelas 
mengatur satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia, sanksi penjara dan 





liar dilindungi non-endemik hanya dikenakan administrasi yang nilainya jauh di 
bawah kerugian ekologis. Sosialisasi yang telah dilakukan masih sebatas di 
lingkungan internal dan institusi pemerintah serta pendidikan, sehingga hasilnya 
belum optimal menjangkau hingga ke sektor riil masyarakat. 
Kedua, hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam 
memberikan perlindungan terhadap satwa liar yang di lindungi bahwapenegakan 
hukum yang masih bersifat sektoral kelembagaan menjadikan penegakan hukum 
terhadap perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik belum efektif. 
Penegakan hukum terintegrasi belum dapat dijalankan dengan baik, dikarenakan 
UU KSDAHE belum secara tegas mengaturnya. Penyelesaian sengketa yang 
diatur dalam UU KSDAHE masih bersifat legal positif, yaitu apa yang tertera di 
dalam pasal-pasalnya, dan penyelesaiannya dilakukan melalui persidangan, serta 
belum diberikan opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kultur masyarakat 
masih mewarisi cara pandang lama, yaitu memelihara satwa untuk kesenangan, 
serta nilai prestise jika memelihara satwa langka. Kultur ahli hukum masih 
melihat satwa sebagai obyek yang mempunyai kehidupan dan perilaku sendiri, di 
luar peri kehidupan manusia, sehingga kejahatan terhadap satwa belum menjadi 
suatu hal yang penting. 
Ketiga, langkah –langkah yang harus dilakukan oleh aparat negara 
selanjutnya dalam memberikan perlindungan terhadap satwa liar  untuk 
mengurangi kegiatan perburuan dan perdagangan ilegal di Indonesia, maka 
penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan 
penangkapan pelaku perburuan liar dan perdagangan satwa ilegal, serta mengawal 





perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi UU untuk dapat diproses dan 
diajukan ke persidangan dan pelaku dikenakan sanksi atau hukuman yang sesuai 
dengan UU yang berlaku. 
Saran 
Pertama, pemerintah hendaknya pemerintah lebih pro aktif dalam 
penegakkan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar baik yang di 
lindungi atau tidak, karena keberadaan satwa liar di alam jauh lebih baik daripada 
ditangkap dan pelihara sebagai binatang peliharaan atau koleksi individu 
mengingat keberadaan satwa liar di alam merupakan penyeimbang ekosistem 
yang berdampak langsung bagi kehidupan manusia. 
Kedua, aparat penegak hukum, hendaknya aparat penegak hukum lebih 
menggalakan upaya penegakan hukum terhadap kelestarian satwa liar baik yang 
dilindungi maupun tidak dengan lebih melibatkan peran serta masyarakat dan 
memasukkan dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah agar generasi 
mendatang tahu dan paham terhadap kelestarian satwa liar yang dilindungi. 
 Ketiga, sanksi hukum bagi pemburu dan pelaku perdagangan satwa yang 
tanpa ijin dan perdagangan dengan mengambil langsung ke alam tanpa melalui 
penangkaran hendaknya dibuat berat agar tercipta efek jera bagi pelaku.  
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